GUBERNUR R/

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR ? TAHUN 2022

3

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pasal 66A ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun

2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 Tentang Cukai, Gubernur mengelola dan
menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan
mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai  Hasil
Tembakau Kepada Bupati/Walikota di Daerahnya masing-
masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Cukai
Hasil Tembakaunya;

b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun -
2022, telah mengamanahkan pembagian Dana Begi Hasil
Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan -
Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022; oo

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seb’agajmana_dimal{éﬁ_d'
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan =
Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022; -

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik -

Indonesia Tahun 1945; B A RPEIRE

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai - .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor S
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- A
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang = = .
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- -~ =~
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 ‘Nomor 105, . -
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -
4755); o

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomicr -
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang - - -
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang =
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan’ = . -
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara -~ . .
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) '

.




10.

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang-_;_.-_a_ Wi
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Imdonesza
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran: Nega;ra‘;: SOPERREE
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan’ Undang Undang N’emor S

Tahun 2022 tentang  Hubungan Keuangan -anfara =~ =
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaiemf,- SRR B
Negara Republik = Indonesia Tahun . 2022  Nomor Ay
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesrta Nc\mori’}-
6757); T

Undang—Undang Nomoz 6 Tahun 2021 tentang Anggaran?" S 5
Pendapatan Belaﬁja Negara - Ta}:mm Anggaran 2022, B
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor?-..-__ e
245, Tambahan Lembaran Negara“ Repubhk Incicne&a‘f T
Nomor 6735); : S

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentamr Hubungaﬁfg“-.:___.__.-_;__ :
Keuangan Antara . Pemerintah Pusat dan. Pemeimtahan_;:ﬂ S
Daerah, (Lembaran Negara Repubh}{ Ind@nesm Tahun 2022
Nomor 4 Tambahan Lembaran I‘Eegala Repubhk Indonesm";:_'_’-'-""- :
Nomor 6757); : : _ -

Undang-Undang Nomor 9: Tahun 2022 terxtaﬂg P‘rovmsz-
Kalimantan . Barat (Lembaran Negma Repubhk ndonema'
Tahun 2022 Noror 65, Tambahan Lem‘ba: an Negara
Republik Indonesza Nomor 67 80}); - IR

Peraturan Pre&den Nomcar 104 Tahun 2021_-.tentang R_mman
Anggaran Pendapatan dan Beianja ‘Negar ’I_‘ahun”Q()QE{___._-
(Lembaran Negara Republik Indonesza Tahun 260)

Peraturan Menteri Dalam Neg&n Nomcr 80 Tahun 20.153.
tentang Pembentukan Produk” Hukum Daelah _Benta'
Negara Repubhk i{ndonesm Tahun 2015 Nomor 503

Negara Republlk indonesza Tahun 20 19 Nemor 157 |

Peraturan Menteri Keuangan E\l‘omor 1'?' /PMK 0’? / 202
tentang Pengelolaan  Transfer ke: Daerah dan, _Da a Des_
Tahun Anggaran 2021 dalam ~rangka  Mes
Penanganan ‘Pandemi Corona Virus' Dmease 2019 (COV_"{D"
19) dan Dampaknya, sebagalmana teiah diubah dengan
Peraturan Meunteri ~Keuangan Nomm 162/ PMK 07/2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK 0‘7/2021 temang Pengeioiaan_;. Tl"mleer k

Hasil Cukai Hasil Tembakau, o
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Menetapkan

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Q/PMK (')?/2022."_3: G

PERATURAN GUBERNUR TEN’I‘ANG PEMBAGIAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TE}MBAKAU KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI - DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 202.‘2 '

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dzmaksud dengan
1.
2.
3.

Bagian DBH CHT, ‘i:elah dlamggarkan dalam APBN Tahu_n ?022
Pemerintah Provinsi dan- Kabupaten /Ko‘i;a mendapat Alokasi
Sebesar Rp. 394.598.000,- :(Tiga' Ratus Sembilan Puiuh-’Emp
Juta Lima Ratus Sembllaﬂ Fuluh Delapan R}bu Rupmh)’:_:: :

. Pemerintah Daerah adalah Gu‘bemur sebagaj, ___unsm

. Dana Bagi Hasil yang selanjumya dlsmgkat DBI—I adalahf:dana

. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ya:ng "selanju va
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tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil’ Tembakau”_-.:'.'
Menurut Daerah Pr evmsn/ Kabupaten / Kota Tahun Anggaran:;ﬁ
2022; S

MEMUTUSKAN:

BAB I _
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DPaerah adalah Qaerah Provms1 Ka.hmaﬁtan Barat
Gubernur adalah’ Gubemur Kahmantan Bamt

Kabupaten /Kota - adaiah Kabupaien /-K;@t_a d1 P’mvmm
Kalimantan Barat. - o o L

penyelenggara pemerm‘tahan : daeiah yang memimpin .
pelaksanaan urusan pemer mtahan yang rﬂengadi kewenangan ;
Provinsi Kalimantan Barat E R o

yang dialokasikan - dalam * Anggaran - Pendapatan' Beiemj a:
Negara kepada Daerah - “berdasarkan angks - persel e
tertentu dari pendapa‘tan negara untuk: mendanai ebu
daerah dalam remgka pelaksanaan desentralzsam

disingkat DBH CHT adalah baﬁzan darz transfer keidaé_fah

Provinsi penghasﬂ tembakau J';_' :

Anggaran Pendapatan dan’ Beianja Neaara ya
dzsmgka‘t APBN _ adalah Al

Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Befanja Daerah yan
disingkat APBD adalah - rencana keuangan
pemerintahan daerah yang dlsetu3u1 oleh Dewan erwakﬂan
Rakyat Daerah. : _ i :

- BABH | o
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasai bR

HARG - ?W : ._%%%?_mw%;_ m&m
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Pasal 3
Pembagian Alokasi sementara DBH CHT sebagaimana éim.afk.suci -
dalam Pasal 2, dibagi sebagai berikut :
a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;

b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/ Kota Penghasﬂ' |
dan

¢. 30% (iiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota 1a‘innya‘

BAB III
KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

Kabupaten/Kota Penghasil sebagaimana dlmaksuﬁ daiam Pasal 3 S

huruf b, yaitu:

a. Kabupaten Bengkayang;

b. Kabupaten Kubu Raya; dan
c. Kota Singkawang.

Pasal 5

Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dmaaksud dalam Pasai 3{ i
huruf ¢, yaitu: '
a. Kota Pontianak;

Kabupaten Mempawah;

=

Kabupaten Sanggau;
Kabupaten Sintang;
Kabupaten Kapuas Hulu;
Kabupaten Sambas;
Kabupaten Landak;

5@ oo a0

Kabupaten Ketapang;

ke

Kabupaten Sekadau;
Kabupaten Melawi; dan

(SR

k. Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 6

Alokasi DBH CHT untuk Pemerintah Provinsi dan Perﬁéi‘zzﬁa}i__:_f:
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ‘2022 Sebagazmana dimaksud o h
dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran- yang - merupakaﬁ::f_; S

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur i mz

EARD PERANGEAT DARRAN | Coe : RNt B
HURUN Cpmugananns - | ABSTERTOL GERODA G
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BAB IV
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 7

{1) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
digunakan untuk mendanai program:

&

peningkatan kualitas bahan baku;

pembinaan Industri;

pembinaan Lingkungan sosial;

sosialisasi ketentuan di bidang Cukai; dan/atau
pemberantasan barang kena Cukai llegal.

9 oo

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlprmmmskcm :
pada bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan

Kesehatan Nasional terutama peningkatan kuantitas dan

kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian e:h'f_
daerah. :

BABV
KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Dalam perumusan program yang didanai dari E}BH E.,HT
Bupati/Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal O

(1) Bupati/Walikota wajib melaporkan penggunaan DBH CHT--;'._Z_;' e e
kepada Gubernur dan Menteri Kenangan Republik Imd@ne&m_-__ Lo

melalui Direktorat Jenderal Perimbangan K@u&mg&n

() Berdasarkan laporan realisasi penggun&an E}BII CHT _
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Mﬁnyuﬁun
laporan konsolidasi realisasi pengunaan DBH . CH’T seﬁap e

semesier,

(3) Gubernur m@nyampaﬂaan laporan realisasi pcmggumaam 33131{}_ Cpetnin
CHT dan laporan konsolidasi realisdasi penggunaan DBH CHT .
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ‘kepada . Menteri -
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pemmbangaﬁ Keuemﬁaﬁ SRR

dengan tembusan:
a. Direltur Jenderal Bea dan Cukai;
b. Menteri Pertanian c.q, Direktur Jenderal P&rkebnnan

¢. Menteri Perindustrian c.q. Direktur Jenderal Pengenﬁbaﬁgaﬂ
Perwilayahan Industri dan Direktur Jeﬁdemi Imiusm ﬁgm

d. Menteri Kesehatan c.q.8ekretaris Jenderal; dan -

e. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bma keum&g&n LTIy T

Daerah.




Pasal 10
DBH CHT di anggarkan dalam APBD sebagai - pe}‘ldapaian dam_ -

dana transfer ke daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiii’ﬁdéngkaﬁ TR
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daiam Berlta'
Daerah Provinsi Kalimantan Barat. : L

Ditetapkan di- Ponuamak .
pada tanggal % AP

#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, e

Uraripgr

Diundangkan di Pontianalk

w g *“;;@7’, ey Nu\(\»j,

Wy 3 £, S e o
pada tanggal +f X, L S

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

W)u"
{

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN .26_2_2_’{_&_6}_3_/@3’_;
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA i
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KAB’(JPATEN/KOTA TAHUN
ANGGARAN 2022 S

BESARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL T EMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2022 E

ALOKASI CUKAT HASZL | S
NO PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA - TEMBAKAU TAHUN
ANGGARAN 2022

PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Rp. 3 118 381 QGO. ER v

o |

KABUPATEN PENGHASIIL

1. KABUPATEN BENGKAYANG Rp.. = 157 2610001

2.  KABUPATEN KUBU RAYA Rp. 9502000

3. KOTA SINGKAWANG Rp. % '.-.-.-._-.,.._9.14_8.0&@;

C | KABUPATEN/KOTA NON PENGHASIIL

KOTA PONTIANAK Rp. ... . 9106000|

KABUPATEN MEMPAWAH 1 Rp. 9106000

KABUPATEN SANGGAU I Rp. . 9106000

KABUPATEN SINTANG R, 606000 |

KABUPATEN KAPUAS HULU Rp. . 0106000

KABUPATEN SAMBAS Rp, TTTTT0.106.000 |

KABUPATEN LANDAK Rp. T 9.106.000 |

KABUPATEN KETAPANG Rp. .. 6.106.000|

e el ISl o b Lo

KABUPATEN SEKADAU . | Rp. e 906,000

10. KABUPATEN MELAWI | T Rp. IR 106.000 |

11. KABUPATEN KAYONG UTARA Rp. . 9106000

JUMLAH Rp. 3@4 598, @@@.f




